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Abstract: Implementation of Local Regulation N0. 14 Year 2008 About HIV and AIDS in 
Malang Regency (Study of Communication Role in Public Policy Implementation.) Research 
purpose is to describe and analyzing Implementation of Local Regulation No. 14 Year 2008 
About HIV and AIDS in Malang Regency and role of communication in impelementation of this 
regulation. There are two focus on this research, first is implementation of local regulation No. 
14 Year 2008 About HIV and AIDS in Malang Regency, and Second is role of communication 
in implementation of Local Regulation No. 14 Year 2008 About HIV and AIDS in Malang 
Regency. The location and research sites is located in Malang Regency, in Komisi 
Penanggulangan HIV dan AIDS and the health department of Malang Regency.The research 
result showed that role of communication in implementation of this local regulation is very 
important. the role of communication synergize all activity and program that implemented. 
Communication also play role ini manage conflict and  resolve misunderstanding between 
organizations and with society. although there are some communication resistance in 
implementation this regulation such as some parties who are not transparent in 
communication and negative feedback but overall implementation and role of communication 
in implementations of this local regulation have walked with effective. Assess the situation is 
expected to the implementation of this regulation can be more optimal and able to realiza the 
purpose of government in terms to reduction and prevention of HIV and AIDS. 
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Abstrak: Implementasi Perda No. 14 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV dan 
AIDS di Kabupaten Malang (Studi Tentang Peran Komunikasi Dalam Implementasi 
Kebijakan Publik).Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
implementasi Perda No. 14 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten 
Malang dan peran komunikasi dalam implementasi Perda ini. Ada dua fokus dalam penelitian 
ini, yaitu Implementasi Perda No. 14 Tahun 2008 Tentang Penanggulagan HIV dan AIDS di 
Kabupaten Malang dan Peran Komunikasi dalam Implementasi Perda No. 14 Tahun 2008 
Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang. Lokasi dan situs penelitian 
berada di Kabupaten Malang, di Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Malang 
dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran 
komunikasi sangat penting dalam implementasi Perda ini. Komunikasi berperan dalam 
mensinergikan segala kegiatan dan program yang dilaksanakan. Komunikasi juga berperan 
dalam mengatasi konflik dan kesalahpahaman yang terjadi baik antara organisasi pelaksana 
maupun dengan masyarakat. Meskipun komunikasi dalam implementasi Perda ini terdapat 
kedala seperti adanya pihak-pihak yang tidak transparan dalam berkomunikasi dan negative 
feedback namun secara keseluruhan Implementasi dan Peran Komunikasi dalam Implementasi 
Perda ini telah berjalan dengan efektif. Melihat keadaan tersebut diharapkan implementasi 
perda ini dapat berjalan lebih optimal dan mampu mewujudkan tujuan Pemerintah Kabupaten 
Malang dalam hal penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS. 
 
Kata kunci: Implementasi Kebiajakan Publik, HIV dan AIDS 
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Pendahuluan 
Kabupaten Malang merupakan salah 
satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur 
yang berdekatan dengan kota-kota besar 
seperti Kota Surabaya dan Kota malang. 
Kabupaten Malang merupakan Kabupaten 
ketiga dengan jumlah penderita HIV dan 
AIDS terbesar di Jawa Timur setelah Kota 
Surabaya dan Kota Malang dengan total 
jumlah mencapai 704 Kasus sejak pertama 
kali ditemukan pada tahun 1991 pada 
seorang Pekerja Seks Komersial (PSK). 
Pemerintah Kabupaten Malang telah 
mengeluarkan suatu kebijakan dalam 
menanggulangi epidemi HIV dan AIDS di 
Kabupaten Malang melalui Perda No. 14 
Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV 
dan AIDS di Kabupaten Malang. Perda ini 
telah diimplementasikan selama 4 tahun 
oleh Pemerintah Kabupaten Malang. 
Implementasi Perda ini tidak terlepas 
dari hambatan-hambatan, seperti 
kurangnnya pengetahuan masyarakat 
mengenai maksud dan tujuan pemerintah 
melalui implementasi Perda ini sehingga 
menyebabkan kurangnnya partisipasi 
masyarakat dalam implementasi Perda ini. 
hambatan lain dari implementasi Perda ini 
adalah adanya pertentangan antara isi dari 
Perda ini dengan nilai-nilai yang dianut oleh 
masyarakat seperti masyarakat beranggapan 
Pemerintah Kabupaten Malang melegalkan 
tempat-tempat prostitusi di Kabupaten 
Malang, padahal maksud dari Perda ini tidak 
demikian, kemudian masyarakat juga 
menentang sosialisasi penggunaan kondom, 
masyarakat beranggapan dengan sosialisasi 
kondom akan mendorong masyarakat untuk 
melacur. Hambatan lain dalam implementasi 
Perda ini adalah adanya paradigma yang 
salah dalam masyarakat yang cenderung 
mendiskriminasi Orang Dengan HIV dan 
AIDS (ODHA) sehingga ODHA cenderung 
menjauh dari kehidupan sosialnnya, hal ini 
membuat Pemerintah kesulitan dalam 
mengimplementasikan Perda ini. 
Keberhasilan implementasi kebijakan 
publik sangat tergantung oleh 
masyarakatnya, Edward III dalam Agustino 
(2008) mengatakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi implementasi adalah 
komunikasi. Oleh karena itu dalam 
mengatasi hambatan-hambatan dalam 
implementasi Perda ini Pemerintah 
Kabupaten Malang harus dapat membentuk 
suatu hubungan komunikasi yang baik baik 
diantara organisasi pelaksana ataupun 
dengan masyarakatnya (publiknya). 
Komunikasi yang baik akan 
membentuk suatu hubungan (relation) yang 
baik antara pemerintah dengan 
masyarakatnya (public), sehingga 
pemerintah dapat mengetahui kondisi 
masyarakatnya dan apa tindakan yang 
diperlukan serta masyarakat dapat 
memahami keinginan pemerintah melalui 
kebijakan yang diimplemetasikan oleh 
pemerintah sehingga kebijakan dapat 
terimplemetasikan dengan baik dan tidak 
terjadi kesalahpahaman dan pertentangan 
antara kebijakan dengan sistem nilai-nilai 
yang dianut oleh masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis 
Implementasi Perda No. 14 Tahun 2008 
Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di 
Kabupaten malang dan mendeskripsikan 
serta menganalisis peran komunikasi dalam 
implementasi Perda ini. 
 
Kajian Pustaka 
Implementasi merupakan suatu proses 
yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan 
melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, 
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan 
suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan 
sasaran kebijakan itu sendiri. Lester Jr dan 
Stewart Jr dalam Agustino (2008, h.139) 
mengatakan bahwa implementasi sebagai 
suatu proses dan suatu hasil (output) 
keberhasilan suatu implementasi kebijakan 
dapat diukur atau dilihat dari proses dan 
pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu 
tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang 
ingin diraih. Merilee S.Grindle (1980) dalam 
Agustino (2008, h.139) memberikan 
pendapat yang hampir sama yaitu 
pengukuran keberhasilan implementasi 
dapat dilihat dari prosesnya, dengan 
mempertanyakan apakah pelaksanaan 
program sesuai dengan yang telah 
ditentukan yaitu melihat pada action 
program dari individual project dan yang 
kedua apakah tujuan program tersebut 
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3, h.183-191 | 185  
 
tercapai. Secara garis besar dapat dikatakan 
bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah 
untuk membentuk suatu hubungan yang 
memungkinkan tujuan-tujuan dan sasaran 
kebijakan publik diwujudkan sebagai 
outcome (dampak) kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan pemerintah. 
Komunikasi merupakan salah satu 
syarat dalam mencapai keberhasilan 
implementasi kebijakan publik. Brian W. 
Hogwood dan Lewis A. Gun dalam Wahab 
(2008, h. 71-108) mengatakan ada beberapa 
persyaratan tertentu untuk dapat 
mengimplementasikan suatu kebijakan 
dengan sempurna, salah satu syarat tersebut 
adalah komunikasi dan koordinasi yang 
sempurna. Van Meter dan Van Horn dalam 
Wahab (2008, h. 71-108) mengatakan 
adanya variabel-variabel yang 
menghubungkan antara suatu kebijakan dan 
prestasi kerja, salah satu variabel tersebut 
adalah komunikasi antar organisasi terkait 
dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Edward 
III dalam Agustino (2008, h.151-153) 
mengatakan salah satu variabel yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan 
adalah komunikasi. Hermans dkk dalam 
Akil (2011, h. 5) mengatakan komunikasi 
berperan  bagi pemerintah dalam 
menciptakan kerjasama antar organisasi, 
menghindari kesalahpahaman, dan 
memecahkan masalah akibat ketidak 
setujuan. 
Berdasarkan uraian diatas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa implementasi 
kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku 
badan-badan administratif yang bertanggung 
jawab untuk melaksanakan program dan 
menimbulkan kepatuhan dari kelompok 
sasaran, melainkan pula menyangkut 
jaringan kekuatan politik, ekonomi dan 
sosial yang langsung maupun tidak langsung 
dapat mempengaruhi perilaku semua pihak 
yang terlibat, pada akhirnya berpengaruh 
terhadap dampak baik yang diharapkan 
(intended) maupun yang tidak diharapkan 
(unintended negative effect). Implementasi 
kebijakan juga berfokus pada kegiatan-
kegiatan dan pelaksanaan program secara 
nyata yang diharapkan akan memberi 
perubahan pada kelompok sasaran (target 
group). Implementasi kebijakan tidak akan 
berarti tanpa adanya realisasi kegiatan 
berbentuk program dalam mencapai tujuan 
merupakan cerminan dari keberhasilan 
implementasi kebijakan. Komunikasi 
merupakan salah satu variabel yang 
berpengaruh dalam mencapai keberhasilan 
Implementasi Kebijakan. Komunikasi 
berperan dalam menciptakan kerjasama 
antar organisasi dan memecahkan masalah 
dalam implementasi kebijakan. 
 
HIV  
Human Immunodeficiency Virus atau 
disingkat HIV adalah sejenis virus yang 
menyerang sistem kekebalan tubuh manusia 
sehingga membuat tubuh rentan terhadap 
berbagai penyakit, virus HIV dapat 
menyebabkan AIDS. Virus HIV menyerang 
salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang 
bertugas menagkal infeksi. Sel darah putih 
tersebut terutama limfosit yang memiliki 
CD4 sebagai sebuah marker atau penanda 
yang berada di permukaan sel limfosit. 
Berkurangnya nilai CD4 dalam tubuh 
manusia menunjukan berkurangnya sel-sel 
darah putih atau limfosit yang seharusnya 
berperan mengatasi infeksi yang masuk ke 
dalam tubuh manusia.  
Virus HIV hidup dalam sel darah, 
saliva, semen, air mata dan mudah mati di 
luar tubuh. HIV juga dapat ditemukan dalam 
sel monosit, makrotag, dan sel glia jaringan 
otak (Siregar, 2008). 
 
AIDS  
Acquired Immune Deficiency 
Syndrome atau disingkat AIDS adalah suatu 
penyakit yang disebabkan oleh HIV yang 
berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat 
menurunya sistem kekebalan tubuh. AIDS 
melemahkan dan merusak sistem kekebalan 
tubuh sehingga tubuh manusia tidak dapat 
melindungi serangan dari luar seperti virus, 
kuman, dan penyakit. Seorang pengidap 
HIV lambat laun akan jatuh kedalam kondisi 
AIDS, apalagi tanpa pengobatan. Umumnya 
keadaan AIDS ditandai dengan adanya 
berbagai infeksi baik akibat virus, bakteri, 
parasit, maupun jamur. Infeksi virus ini 
menyebabkan kerusakan parah dan tidak 
bisa diobati pada sistem imunitas, sehingga 
korbannya terbuka terhadap infeksi dan 
kanker tertentu (Weber, 1996, h.3). 
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Metode Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah dan 
tujuan maka penelitian yang dilakukan 
termasuk jenis penelitian deskriptif, karena 
penelitan ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan Implementasi Perda No. 14 
Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV 
dan AIDS di Kabupaten Malang dan Peran 
Komunikasi Dalam Implementasi Perda ini. 
Adapun pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian menggunakan pendekatan 
kualitatif. Menurut Moleong (2005, h.5) 
metodologi kualitatif adalah prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal 
ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk 
mendeskripsikan atau menjelaskan 
peristiwa-peristiwa dan kejadian pada masa 
sekarang dan tidak dibuktikan dengan 
angka-angka melaikan dengan uraian.  
Jenis penelitian kualitatif ini peneliti 
menggunakan data primer yang diperoleh 
dari wawancara langsung dengan Sekertaris 
Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS 
(KPA) Kabupaten Malang dan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Malang. Sedangkan 
data sekunder merupakan arsip dan hasil 
publikasi. Sedangkan analisis data yang 
digunakan adalah pengumpulan data, 
reduksi data, display atau penyajian, 
verifikasi data atau penyimpulan, yang 
menurut Miles dan Huberman (1992, h.18-
20) mengemukakan bahwa aktivitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus 
menerus sampai tuntas. Dalam penelitian ini 
analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit. 
Pembahasan 
 Jumlah kumulatif kasus HIV dan 
AIDS di Kabupaten Malang hingga tahun 
2011 telah mencapai 704 kasus. Dari jumlah 
ini 84.4% Penderita HIV dan AIDS di 
Kabupaten Malang masih dalam usia 
produktif (20-49) tahun. Sedangkan 
distribusi penderita HIV dan AIDS di 
Kabupaten Malang menurut jenis pekerjaan, 
Pekerja Seks Komersial (PSK) 104 kasus, 
ibu rumah tangga 87 kasus, dan pekerja 
swasta sebesar 72 kasus. Sedangkan 
menurut faktor penularannya Heteroseksual 
merupakan faktor penularan tertinggi 
dengan jumlah 353 kasus kemudian diikuti 
oleh narkoba suntik dengan jumlah 185 
kasus. Distribusi penderita HIV dan AIDS 
menurut jenis kelamin, penderita laki-laki 
merupakan penderita terbanyak dengan 
jumlah 385 kasus, perempuan dengan 
jumlah 319 kasus. 
 
ImplementasiPerda No.14 Tahun 2008 
TentangPenanggulangan HIV dan AIDS 
di Kabupaten Malang 
a. Tujuan Implementasi Perda No. 14 
Tahun 2008 Tentang Penanggulangan 
HIV dan AIDS di Kabupaten Malang 
Tujuan umum dari Implementasi Perda 
ini adalah mencegah dan mengurangi 
penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup 
ODHA, serta mengurangi dampak sosial 
ekonomi akibat HIV dan AIDS. 
Tujuan khusus dari implementasi perda 
ini adalah menyediakan dan menyebarkan 
informasi dan menciptakan suasana kondusif 
penanggulangan HIV dan AIDS, 
menyediakan perawatan dan pengobatan 
serta konseling kepada ODHA, dan 
menciptakan dan mengembangkan 
kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, 
dan masyarakat untuk meningkatkan respon 
nasional terhadap HIV dan AIDS. 
Namun pada kenyataannya belum semua 
dari tujuan tersebut tercapai. Adanya 
peningkatan jumlah kasus HIV dan AIDS di 
kabupaten Malang menunjukan bahwa 
tujuan umum dari perda ini belum tercapai 
dengan maksimal. Namun untuk merespon 
perkembangan HIV dan AIDS ini 
Pemerintah Kabupaten Malang telah 
melakukan serangkaian program dan 
kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut 
diantaranya peningkatan sarana dan 
prasarana seperti VTC dari semula 
berjumlah 5 buah sekarang telah mencapai 8 
buah, selain itu pemerintah juga menjalin 
kemitraan dengan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) untuk meningkatkan 
pelayanan dan penyebaran informasi HIV 
dan AIDS kepada masyarakat. 
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b. Program dan kegiatan yang 
dilaksanakan 
1) Kegiatan Pengendalian Infeksi Menular 
Seksual (IMS) 
Pengendalian terhadap IMS 
merupakan salah satu pengendalian dan 
pencegahan terhadap penularan 
HIV/AIDS di Kabupaten 
Malang.Pemerintah Kabupaten Malang 
melalui Dinas Kesehatan telah 
melakukan kegiatan atau program 
pengendalian IMS dalam rangka 
pencegahan dan penanggulangan 
HIV/AIDS di Kabupaten Malang. Salah 
satu bentuk pengendalian IMS di 
kabupaten Malang adalah memberikan 
pelayanan dan pengobatan bagi 
penderita IMS. 
Dari hasil penelitian ditemukan 
bahwa penderita IMS di Kabupaten 
Malang hingga tahun 2011 telah 
mencapai 4,960 orang, dari jumlah 
tersebut jumlah penderita IMS yang 
baru diobati adalah 1,718 orang dan 
1,948 orang telah diberikan pelayanan 
IMS lengkap, dari data penelitian 
tesebut diketahui bahwa pelayanan dan 
pengobatan IMS belum mencapai 
setengah dari jumlah penderita IMS di 
Kabupaten Malang. 
Selain pengobatan dan pelayanana 
terhadap penderita IMS, Dinas 
Kesehatan juga mendistribusikan 
kondom dalam rangka mencegah 
penyebaran IMS di Kabupaten Malang, 
khususnya kepada penduduk dengan 
resiko tinggi seperti PSP (Pekerja Seks 
Perempuan). Namun dari hasil 
penelitian diketahui bahwa kegiatan ini 
belum efektif karena dari hasil penelitan 
diketahui bahwa 52% Pekerja Seks 
Perempuan tidak memakai kondom, 
37% mengatakan kadang-kadang, dan 
11% mengatakan tidak pernah. 
Rendahnya minat dalam menggunakan 
kondom populasi beresiko tinggi ini 
merupakan salah satu kendala dalam 
implementasi perda ini. 
2) Kegiatan VCT (Voluntary Counselling 
and Testing) 
Kabupaten Malang sendiri sampai 
dengan saat ini terdapat 8 klinik VCT, 
sebulumnya di Kabupaten Malang hanya 
terdapat 5 klinik VTC namun seiring dengan 
berkembangnya epidemi HIV dan AIDS di 
Kabupaten Malang Pemerintah Kabupaten 
Malang juga menambah jumlah klinik VTC 
untuk menanggulangi epidemi HIV dan 
AIDS ini. Penambahan klinik VCT ini 
merupakan respon Pemerintah Kabupaten 
Malang dalam menanggapi perkembangan 
epidemi HIV dan AIDS di Kabupaten 
Malang yang semakin berkembang. Dengan 
penambahan klinik VTC ini maka 
penyebaran HIV dapat ditekan, dari hasil 
kegiatan VTC tahun 2011 ditemukan 81 
orang positif HIV dengan diketahuinya 
orang-orang yang positif HIV maka akan 
semakin mudah bagi pemerintah untuk 
menekan penyebaran HIV di Kabupaten 
Malang. Selain itu penambahan klinik VTC 
ini juga akan memudahkan penderita HIV 
dan AIDS dalam mendapatkan pengobatan 
dan perawatan, selain itu penambahan klinik 
VTC ini juga dapat memudahkan 
masyarakat dalam mendapatkan informasi 
mengenai HIV dan AIDS sehingga 
masyarakat dapat mengetahui informasi 
mengenai HIV dan AIDS termasuk cara 
penularannya. 
Hasil kegiatan VCT tahun 2011 
Kabupaten Malang juga mengungkapkan 
bahwa faktor resiko penyebaran HIV 
terbesar di Kabupaten Malang adalah WPS 
(Wanita Pekerja Seks), hal ini berkaitan 
dengan adanya tempat lokalisasi di 
Kabupaten Malang, sampai saat ini ada 7 
tempat lokalisasi di Kabupaten Malang 
dengan 500 WPS serta non lokalisasi 75 
orang, waria sekitar 325 orang, gay sekitar 
1500 orang serta ada sekitar 12.600 orang 
potensi pelanggan WPS dan sekitar 16.000 
orang potensi pelanggan waria (Dinas 
Kesehatan Kabupaten malang). Faktor 
resiko terbesar kedua adalah penularan 
melalui suami-istri. 
3) Kegiatan Kolaborasi TB HIV 
Kegiatan kolaborasi TB HIV 
bertujuan untuk mengurangi epidemi TB 
akibat infeksi oppurtunistik HIV. 
Kegiatan ini didasari oleh semakin 
berkembangnya epidemi TB di 
Kabupaten Malang akibat infeksi 
oppurtunistik HIV. Dengan adanya 
kegiatan kolaborasi ini maka deteksi dan 
pengobatan terhadap penderita TB yang 
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disebabkan infeksi oppurtunistik HIV 
dapat dilakukan sehingga harapan hidup 
penderita dapat bertambah. 
Sampai saat ini layanan kolaborasi 
TB HIV telah tersedia di 3 UPK di 
Kabupaten Malang, dan pelayanan ini 
terbukti dapat menurunkan beban TB 
dalam penderita HIV dan menambah 
harapan hidup penderita HIV menjadi 
lebih panjang.  
4) Kegiatan Harm Reduction (Pengurangan 
Dampak Buruk Terhadap Pengguna 
Napza Suntik) 
Penggunaan Napza khususnya 
pengguna Napza suntik yang tidak steril 
merupakan salah satu penyumbang 
terbesar penyebaran HIV di Kabupaten 
Malang. Kegiatan Harm Reduction ini 
bertujuan untuk mengurangi dampak 
buruk dari penggunaan narkoba, 
khususnya penggunaan narkoba suntik 
(Penasun) yang tidak steril.  
Adapaun pelayanan yang diberikan 
melalui kegiatan ini adalah pelayana 
Metadon dan pelayanan jarum suntuk 
steril (LJSS). Pelayanan Metadon 
merupakan pelayanan terapi bagi 
pengguna narkoba untuk mengurangi 
atau menghilangkan ketergantungan 
terhadap narkoba dan meningkatkan 
kualitas hidup pengguna. Pada tahun 
2011 terdapat peningkatan klien 
metadon di Kabupaten Malang, hal ini 
menunjukan terdapat perubahan perilaku 
pengguna narkoba di kabupaten Malang 
ke arah yang lebih baik, ini tentu akan 
berpengaruh terhadap perubahan 
perilaku yang lebih sehat serta 
pengurangan terhadap resiko 
penyebaran HIV di kabupaten Malang.  
Pemerintah Kabupaten Malang juga 
menyediakan layanan jarum suntik steril 
(LJSS) untuk mengurangi penyebaran 
HIV melalui pemakaian jarum suntik 
yang tidak steril. Layanan ini berupa 
pendistribusian jarum suntik steril di 
Kabupaten Malang. Selama tahun 2011 
Pemerintah Kabupaten Malang telah 
mendistribusikan 1.785 jarum suntik 
steril di kabupaten Malang, sebanyak 
1.230 jarum suntik didistribusikan oleh 
puskesmas dan 550 didistribusikan oleh 
LSM. Pendistribusian jarum suntik steril 
ini diharapkan dapat mengurangi 
penyebaran HIV di kabupaten Malang. 
 
c. Sarana dan Prasarana bagi Penderita 
HIV dan AIDS di Kabupaten Malang 
Sarana dan prasarana yang memadai 
sangat penting untuk menanggulangi dan 
mencegah penyebaran HIV dan AIDS di 
Kabupaten Malang. Sejauh ini tersedia 8 
(delapan) klinik VTC di Kabupaten Malang 
yang sebelumnya hanya ada 5 (lima) klinik 
VTC. Penambahan ini sesuai dengan 
perkembangan HIV dan AIDS, dengan 
bertambahnya klinik VTC di Kabupaten 
Malang maka perkembangan penyebaran 
HIV dan AIDS dapat ditekan dan dikurangi. 
Kemudahan dalam mengakses sarana 
dan prasarana juga merupakan hal yang 
sangat penting, ketersediaan sarana dan 
prasarana yang memadai namun jika tidak 
mudah untuk di akses maka tidak akan 
efektif dan efisien dalam menanggulangi dan 
mencegah HIV dan AIDS. Sejauh ini sarana 
dan prasarana bagi penderita HIV dan AIDS 
mudah untuk diakses oleh masyarakat 
Kabupaten Malang, ketersediaan obat-
obatan juga mencukupi untuk penngobatan 
bagi penderita HIV dan AIDS di Kabupaten 
Malang, selain itu Pemerintah juga 
mengratiskan biaya testing bagi masyarakat 
yang ingin melakukan test HIV dan AIDS di 
Klinik-klinik VTC di Kabupaten Malang, 
hal ini telah sesuai dengan yang 
diamanatkan oleh Perda No 14 Tahun 2008 
Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di 
Kabupaten Malang. 
 
Peran Komunikai dalam Implementasi 
Perda No. 14 Tahun 2008 tentang 
Penanggulangan HIV dan AIDS di 
Kabupaten Malang 
a. Komunikasi Antarinstansi dan 
Lembaga yang terkait dalam 
Implementasi Perda No. 14 Tahun 
2008 Tentang Penanggulangan HIV 
dan AIDS di Kabupaten Malang 
Dalam implementasi Perda No. 14 
Tahun 2008 Tentang Penanggulangan 
HIV dan AIDS di Kabupaten Malang 
dilakukan oleh banyak pihak, baik dari 
pihak pemerintah, masyarakat, dan 
pihak swasta atau pengusaha. 
Komunikasi yang baik antar instansi 
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ataupun lembaga-lembaga yang terkait 
sangat diperlukan agar Perda ini dapat 
terimplementasi dengan baik. Melalui 
Perda ini KPA Kabupaten Malang 
dimandat sebagai koordinator dalam 
implementasi Perda ini, dalam arti lain 
KPA Kabupaten Malang bertanggung 
jawab atas terlaksanannya komunikasi 
yang antar pihak-pihak terkait. 
Komunikasi yang dilakukan biasanya 
dalam bentuk rapat, rapat ini terbagi atas 
2 (dua) pertama rapat dengan leading 
sector yakni KPA, Dinas Kesehatan, dan 
LSM, rapat kedua merupakan rapat 
dengan seluruh anggota KPA. 
Komunikasi dalam implementasi 
Perda berperan dalam 
mengkoordinasikan dan mensinergikan 
segala kegiatan dan program terkait 
implementasi Perda ini. Komunikasi 
antar organisasi ini juga berperan dalam 
mengevaluasi segala kegiatan yang telah 
dilaksanakan. Pesan yang disampaikan 
dalam komunikasi ini berupa informasi 
mengenai segala kegiatan yang telah 
dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan 
selanjutnya yang akan dilakanakan. 
Kendala yang dihadapi dalam 
komunikasi antar organisasi ini terbagi 
dua, pertama kendala komunikasi 
dengan leading sector berupa kendala 
secara fisik yakni tidak hadirnya salah 
satu anggota leading sector dan miss 
communication (kesalahan komunikasi). 
Kedua kendala komunikasi dengan 
seluruh anggota KPA berupa adanya 
anggota KPA yang tidak transparan dan 
enggan bekerjasama dalam 
mengimplementasikan Perda ini. 
Kendala komunikasi antar organisasi ini 
harus dapat dibenahi oleh KPA agar 
kegiatan implementasi ini dapat berjalan 
dengan efektif dan efisien.  
 
b. Komunikasi dengan Masyarakat 
umum (publik) 
Komunikasi yang dilakukan kepada 
masyarakat terbagi atas 3 (tiga), yakni : 
1) Komunikasi dengan Orang-orang yang 
Terinfeksi HIV dan AIDS (Infected 
People) 
Orang-orang yang terinfeksi HIV 
dan AIDS disebut dengan ODHA 
(Orang Dengan HIV dan AIDS). 
Komunikasi yang dilakukan kepada 
ODHA ini melalui leading sector yakni 
KPA, Dinas Kesehatan, dan LSM-LSM 
yang peduli terhadap HIV dan AIDS di 
Kabupaten Malang. 
Komunikasi dilakukan di Rumah 
Sakit dan Klinik VTC atau IMS serta 
tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh 
leading sector . Tujuan dari komunikasi 
ini adalah untuk memberikan informasi 
kepada penderita HIV dan AIDS serta 
ajakan terhadap perubahan perilaku 
yang lebih baik dan aman agar penderita 
HIV dan AIDS tersebut tidak melakukan 
penularan kepada orang-orang 
selanjutnya. Selain memberikan 
informasi dalam kegiatan komunikasi ini 
penderita HIV dan AIDS juga diberikan 
dukungan secara psikologis sehingga 
penderita HIV dan AIDS tidak minder 
dan menjauh dari kehidupan sosial. 
Kendala yang dihadapi dalam 
komuniasi ini adalah masih banyak 
ODHA di Kabupaten Malang yang tidak 
mau berkomunikasi atau cenderung 
menyembunyikan status mereka sebagai 
penderita HIV dan AIDS karena takut 
didiskriminasi oleh masyarakat. 
2) Komunikasi dengan Masyarakat yang 
Rentan (vulnurable people) 
Masyarakat yang rentan atau disebut 
juga sebagai masyarakat resiko tinggi 
(Risti) merupakan masyarakat yang 
rentan terhadap penularan HIV dan 
AIDS yang disebabkan oleh lingkungan 
pekerjaan, lingkungan sosial dan 
kesejahteraan keluarga mereka, 
khususnya mereka yang bekerja sebagai 
Pekerja Seks Komersial (PSK), Waria, 
Gay (Lelaki Seks Lelaki), serta 
pelanggan-pelanggan mereka.  
Komunikasi yang dilakukan kepada 
populasi dengan resiko tinggi ini 
dilakukan melalui penyuluhan, materi 
yang diberikan berupa informasi 
mengenai HIV dan AIDS, cara 
penularan, cara pencegahan, serta 
dampak-dampak yang ditimbulkan dari 
HIV dan AIDS. Selain materi mengenai 
HIV dan AIDS juga diberikan sosialisasi 
pencegahan penyebaran HIV dan AIDS 
melalui penggunaan kondom.Kendala 
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3, h.183-191 | 190  
 
yang dihadapi dalam komunikasi ini 
adalah rendahnya minat dan kepedulian 
(negative feedback) populasi beresiko 
tinggi ini terhadap HIV dan AIDS, hal 
ini terlihat dari rendahnya penggunaan 
kondom dari populasi resiko tinggi ini 
sehingga penyebaran HIV dan AIDS  
dapat menjadi lebih luas. 
3) Komunikasi dengan Masyarakat Umum 
(Publik) 
Komuniasi dengan masyarakat 
umum bertujuan untuk memberikan 
informasi mengenai HIV dan AIDS 
kepada masyarakat sehingga masyarakat 
memiliki pengetahuan yang benar 
mengenai HIV dan AIDS serta tidak 
menjauhi dan mendiskriminasi ODHA, 
komunikasi ini juga bertujuan untuk 
menjelaskan maksud dan tujuan 
pemerintah melalui perda ini serta 
mengajak masyarakat untuk turut serta 
dalam penanggulangan dan pencegahan 
HIV dan AIDS di Kabupaten Malang. 
Komunikasi dengan masyarakat 
umum (publik ) dilakukan melalui 
penyuluhan, pamflet, baliho, poster, 
reklame dan media online. Dengan 
komunikasi ini maka mayarakat 
Kabupaten Malang akan paham 
mengenai HIV dan AIDS serta turut 
dalam penanggulangan dan pencegahan 
HIV dan AIDS di Kabupaten Malang. 
 
c. Media-media Komunikasi Dalam 
Implementasi Perda No. 14 Tahun 
2008 Tentang Penanggulangan HIV 
dan AIDS di Kabupaten Malang 
Media kounikasi merupakan alat 
yang digunakan dalam menyampaikan 
pesan atau informasi kepada penerima. 
Dalam implementasi Perda No. 14 
Tahun 2008 Tentang Penanggulangan 
HIV dan AIDS di Kabupaten Malang, 
media-media yang digunakan dalam 
berkomunikasi adalah media cetak 
(selebaran, pamflet, baliho, poster, dan 
papan reklame), media elektronik 
(radio), dan media on-line. 
Namun dalam implementasi ini 
media cetak seperti surat kabar dan 
media on-line belum dumanfaatkan 
secara maksimal, padahal media surat 
kabar dan media on-line merupakan 
media yang paling banyak digunakan. 
 
Penutup 
Terdapat peningkatan jumlah kasus 
HIV dan AIDS di Kabupaten Malang 
sampai dengan tahun 2011. Hal ini 
menunjukan bahwa tujuan yang ingin 
dicapai melalui implementasi Perda ini 
belum tercapai dengan optimal. Untuk 
merespon perkembangan HIV dan AIDS di 
Kabupaten Malang, pemerintah telah 
melaksanakan serangkaian kegiatan dan 
program serta menambah jumlah sarana dan 
prasarana yang ada. Namun demikian 
pemerintah harus terus melakukan 
sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan dalam rangka penanggulangan HIV 
dan AIDS, seperti terus melakukan 
sosialisasi penggunaan kondom kepada 
masyarakat, selain itu pemerintah juga harus 
terus menambah sarana dan prasarana yang 
sudah ada agar masyarakat Kabupaten 
Malang semakin mudah mengakses sarana 
dan prasaran terkait HIV dan AIDS. 
Komunikasi memiliki peran yang 
penting dalam implementasi kebijakan. 
Pemerintah Kabupaten Malang harus 
menjalin dan menjaga komunikasi yang baik 
dalam mengimplementasikan Perda ini, baik 
komunikasi diatara organisasi pelaksana 
ataupun dengan masyarakatnnya. 
Pemerintah Kabupaten Malang juga harus 
dapat tegas terhadap oknum-oknum yang 
tidak mau transparan dalam berkomunikasi 
dengan cara memberikan saksi yang jelas. 
Pemerintah juga harus 
memanfaatkan sarana komunikasi massa 
seperti surat kabar dan media on-line karena 
di era globalisasi sekarang kedua media 
massa ini merupakan media yang paling 
banyak digunakan oleh masyarakat sehingga 
lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga 
harus membuka lapangan pekerjaan 
khususnya bagi populasi beresiko tinggi 
seperti PSK, dan Waria agar mereka dapat 
terlepas dari perilaku mereka yang rentan 
terhadap penularan HIV dan AIDS sehingga 
penularan HIV dan AIDS dapat dicegah. 
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3, h.183-191  | 191  
 
 
 
DaftarPustaka 
Agustino, Leo. (2008) Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta. 
Akil, Muhammad Anshar. (2011) Fungsi Komunikasi Oganisasi dalam Administrasi Publik (Kajian 
Strategi Komunikasi Aparatur di Era Informasi). Jurnal Stimuli Ilmu Komunikasi, ISSN. 
2088-2742, Edisi II, Juli-Desember 2011. 
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. (2011) Laporan Tahunan P2ML (Pemberantasan Penyakit 
Menular Langsung) Kabupaten Malang. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. 
Kementerian Kesehatan R.I. (2012) Laporan HIV-AIDS Triwulan I 2012. Jakarta, Direktorat Jenderal 
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 
Kementerian Kesehatan R.I. (2006) Situasi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 1987-2006. Jakarta, Pusat 
Data dan Informasi Departemen Kesehatan R.I. 
Milles, M.B dan A.M. Huberman.1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. 
Moleong, Lexy J. (2005) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, RemajaRosdakarya. 
Mulyana, Dedy. (2005) Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung, Remaja Rosdakarya. 
Muhammad, Arni. (2002) Komunikasi Organisasi. Jakarta, Bumi Aksara. 
Nugroho, Riant. (2004) Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Kebijakan (Penerjemah 
Tri Wibowo Budi Santoso). Jakarta, Kencana. 
Nugroho, Riant. (2006) Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang. Jakarta, Elex Media 
Komputindo. 
Ripley, Randall, and Grace Franklin. (1982) Bureaucracy and Policy Implementation. Homewood, 
Dorsey Press. 
Siregar, Ashadi. (2005) Dimensi Etis Komunikasi Pemerintah. Yogyakarta, Jurusan Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. 
Wahab, Solichin Abdul. (2008) Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang, UMM Press. 
Wahab, Solichin Abdul. (2008) Analisis Kebijakan: Edisi Kedua. Jakarta, BumiAksara. 
Weber, Jonathan. (1996) AIDS &Anda. Jakarta, Arcan.  
Windhal, Sven, Benno H. Signitzer, Jean T. Olson. (2009) Using Communication Teory: an 
Introduction To Planned Communication. London, Sage Publications. 
Yatim, Danny Irawan. (2006) Dialog Seputar AIDS. Jakarta, Grasindo. 
 
